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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA PENGANIAYAAN  

(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) 

 

Oleh  

DESMILA SARI 

 

Pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan peluang untuk 

penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan perdamaian. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi restorative justice oleh Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan dan mengapa 

terdapat faktor penghambat implementasi restorative justice dalam penyelesaian 

perkara penganiayaan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan 

data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice oleh 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan 

dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung setelah menerima pelimpahan 

berkas perkara dan tersangka dari Kepolisian, Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk 

Penyelesaian Perkara Pidana, Penelitian atas berkas perkara dan dituangkan ke dalam 

Berita Acara Pendapat, Fasilitasi Proses Perdamaian Melalui Keadilan Restoratif, 

Pemanggilan Tersangka dan Korban, Pemberitahuan Kepada Kepolisian, Penyusunan 

Nota dan Laporan Perdamaian Berhasil, Penyampaian Surat Permintaan Penghentian 

Penuntutan Kepada Kejaksaan Tinggi dan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian 

Penuntutan terhadap tersangka. Faktor sarana yang menghambat implementasi 

restorative justice oleh Kejaksaan adalah data yang diserahkan oleh para pihak yang 

terlibat dalam tindak pidana penganiayaan tidak lengkap. Hambatan faktor masyarakat 

adalah karakter personal para pihak yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan dan 

kelemahan pihak lain sehingga perdamaian tidak menemukan titik terang. Selain itu 

dalam hal satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri dari proses perdamaian yang 

sedang berlangsung, sehingga menghilangkan semua tahapan dalam proses 

perdamaian.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah Kejaksaaan agar tetap mengimplementasikan 

penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang memenuhi persyaratan. Pelaku 

maupun korban dalam perkara penganiayaan hendaknya memilih penyelesaian perkara 

melalui keadilan restoratif dalam rangka mencari jalan keluar terbaik dan saling 

menguntungkan (win win solution) bagi kedua belah pihak. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Restorative Justice, Kejaksaan, Penganiayaan 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN SOLVING CASES OF 

CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION 

(Studies at the Bandar Lampung District Attorney) 

 

By 

DESMILA SARI 

 

 

The enactment of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative 

Justice provides an opportunity for settlement of criminal cases based on peace. The 

problem in this study is how is the implementation of restorative justice by the Bandar 

Lampung District Attorney in solving cases of criminal acts of persecution and why 

there is inhibiting factor the implementation of restorative justice in solving cases of 

criminal acts of persecution? 

 

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection is done 

by literature study and field study. The data obtained was then analyzed qualitatively to 

draw conclusions. 

 

The results of this study indicate that the implementation of restorative justice by the 

Bandar Lampung District Prosecutor's Office in the settlement of cases of persecution 

was carried out by the Bandar Lampung District Prosecutor's Office after receiving the 

delegation of case files and suspects from the Police, Appointment of the Public 

Prosecutor for Settlement of Criminal Cases, Research on case files and set forth into 

Minutes of Opinions, Facilitation of the Conciliation Process through Restorative 

Justice, Summons of Suspects and Victims, Notifications to the Police, Compilation of 

Memorandums and Successful Conciliation Reports, Submission of Requests for 

Termination of Prosecution to the High Prosecutor's Office and Issuance of 

Stipulations for Cessation of Prosecution against suspects. The facility factor that 

hinders the implementation of restorative justice by the Prosecutor's Office is that the 

data submitted by the parties involved in the crime of persecution is incomplete. The 

societal factor obstacle is the personal character of the parties who tend to find faults 

and weaknesses of other parties so that peace does not find a bright spot. In addition, 

in the case of one or both parties withdrawing from the ongoing peace process, thus 

eliminating all stages in the peace process. 

 

Suggestions in this study are the Attorney General's Office to continue to implement the 

termination of prosecution of criminal cases that meet the requirements. Perpetrators 

and victims in cases of abuse should choose to settle cases through restorative justice 

in order to find the best and win-win solution for both parties. 

 

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Prosecutor's Office, Persecution 
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DAFTAR PUSTAKA 



 

 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 Angka (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang 

Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

 

Pelaksana fungsi Kejaksaan tersebut adalah Jaksa, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri 

sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan 

tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) 

menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

 

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana secara terperinci diatur 

dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaaan, yaitu: 

a. Melakukan penuntutan 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat 
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- 

undang 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

 
 

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam 

bidang pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) huruf (a) Undang- 

Undang Kejaksaaan Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap perkara tindak 

pidana. Pada perkembangannya Kejaksaan memberlakukan Peraturan Kejaksaan 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengertian keadilan restoratif atau restorative 

justice menurut Pasal 1 angka (1) peraturan ini adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

 

Pemberlakuan peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan 

sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, 

keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma 

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai 

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif 

yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan 

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak 

berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan 
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sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan 

penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. 

 

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilaksanakan 

dengan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana 

sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Batasan tindak pidana 

yang dapat dihentikan penuntutannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020: 

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan 

penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan 

pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan 

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah). 

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau 

keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum 

dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan 

Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. 

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 

kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dapat dikecualikan. 

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. 

 
 

Pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut relevan 

dengan eksistensi institusi Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus 

Litis), mempunyai kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, karena 

hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
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diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum 

acara pidana yang berlaku. 

 

Urgensi penerapan restorative justice dalam hal ini selaras dengan konsep Carl 

Von Savigny, yang menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama 

masyarakat, sehingga kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh di 

masyarakat, sangat berperan penting dalam penegakan hukum.
1
 Hukum selalu 

diperuntukan bagi komunitas masyarakat tertentu oleh sebab itu hukum hukum 

merupakan pencerminan dari masyarakat tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal telah 

membentuk budaya hukum dalam masyarakat. 

 

Keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsi 

hukum itu sendiri sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, 

sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai 

sarana pendistribusian keadilan. Oleh karena itu tujuan hukum yang ingin adalah 

kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat 

yang kompleks dan majemuk seperti Indonesia. Ketiga nilai-nilai tersebut juga 

terkandung di dalam Pancasila. Nilai nilai tersebut dapat digunakan sebagai 

landasan filosofis penerapan restorative justice untuk penyelesaian perkara pidana 

melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. 

Pembagunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik 

tolak dari ide keseimbangan dan konsep pembagunan, maka setiap pembangunan 

sistem hukum mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum 

nasional dan keseimbangan tujuan pembagunan nasional. 

 
 

1
 Lili Rasyidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63. 
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Implementasi dari ide keseimbangan dan konsep pengayoman dalam hukum 

dalam kaitannya dengan restorative justice merupakan proses penyelesaian yang 

dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan 

melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan 

penyelesaian. 

 

Salah satu perkara tindak pidana yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung melalui restorative justice adalah tindak pidana penganiayaan. Contoh 

kasusnya adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 

Tersangka Asih Triani terhadap korban Herlyzah. Proses penyidikan perkara ini 

telah selesai dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan 

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tersangka dalam perkara ini 

disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud atau Pasal 351 KUHP. 

 

Pihak Kejaksaan kemudian menindaklanjuti perkara tersebut dan mengupayakan 

adanya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice) 

dengan beberapa pertimbangan yaitu tersangka baru pertama kali melakukan 

tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih 

dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan 

tersangka. Selain itu pihak korban memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh 

tersangka dan pihak korban tidak menuntut atau meminta syarat apapun untuk 

melakukan perdamaian. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: “Implementasi Restorative Justice 

dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan” (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah implementasi restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan? 

b. Mengapa terdapat faktor penghambat implementasi restorative justice oleh 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara 

penganiayaan? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai 

implementasi restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam 

penyelesaian perkara penganiayaan dan faktor-faktor penghambat implementasi 

restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian 

perkara penganiayaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung, dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menganalisis implementasi restorative justice oleh Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan? 

b. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi restorative justice oleh 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara 

penganiayaan 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini secara toeritis diharapkan dapat berguna untuk 

memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang 

implementasi restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dalam penyelesaian perkara penganiayaan. 

b. Kegunaan Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi institusi Kejaksaan dalam menerapkan restorative justice, khusnya pada 

penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan menjadi salah satu 

referensi bagi para peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan 

kajian mengenai implementasi restorative justice. 
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Penyelesaian perkara penganiayaan melalui 

restorative justice oleh Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung 

 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 
 

1. Alur Pikir Penelitian 

 

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif 

  

Tindak Pidana Penganiayaan 

Pasal 351 KUHP 

  

Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terhadap Tindak 

Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restorative Justice 

    

 

 

Implementasi restorative justice dalam 

penyelesaian perkara penganiayaan 

 Faktor-faktor penghambat implementasi 

restorative justice dalam penyelesaian 

perkara penganiayaan 

   

Teori 

Restorative Justice 

 Teori 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum 
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2. Kerangka Teori 

 
 

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Teori Restorative Justice 

 
 

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua 

pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk 

menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran 

tersebut demi kepentingan masa depan. Restorative justice adalah proses dimana 

semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara 

kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada 

waktu yang akan datang. Restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau 

keseimbangan karena hukum telah ditegakkan. 

 

Restorative justice adalah rangkaian upaya penyelesaian suatu perkara di luar 

proses peradilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang 

diderita oleh korban kejahatan. Keadilan restoratif bertujuan untuk merestorasi 

atau memulihkan kembali suatu keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan.
2
 

Pentingnya keadilan restoratif adalah pertimbangan bahwa dewasa ini 

penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan 

 

2
 Arifin Yanuar. Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana), Pustaka Ilmu, Bandung, 2012. hlm.23. 
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pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu 

kebutuhan hukum masyarakat 

 

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan paradigma baru dalam 

penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama 

berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa 

negara yang menganut common law system. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, 

maka Restorative justice dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep 

yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari 

filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat 

kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan 

peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial 

ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga 

memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekan mediasi penal sebagai 

sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.
3
 

 

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir 

seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik 

dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan 

“kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang 

telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut 

memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma 

penghukuman tersebut dikenal sebagai Restorative justice, di mana pelaku 

 

3
 Adrianus Meliala. Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas 

Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.25. 
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memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya 

dan juga masyarakat. 
4
 

 

Restorative justice dapat dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut: 

 

1) Penanganan konflik (Conflict Handling/Konflikbearbeitung): Tugas mediator 

adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong 

terlibat dalam komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan 

menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses 

mediasi. 

2) Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung): Mediasi 

penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: 

menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan 

konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya. 

3) Proses informal (Informal Proceeding-Informalitat): Mediasi penal 

merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari 

prosedur hukum yang ketat. 

4) Ada patisipasi aktif dan otonom pada pihak (Active and Autonmous 

Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan 

korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih 

sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan 

untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. 
5
 

 

Restorative justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu 

yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari 

 

4
 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.51. 

5
 Ibid, hlm.26. 
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pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian 

setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya 

di masa datang.
6
 Restorative justice dapat diimplementasikan dalam penyelesaian 

perkara melalui penyelesaian masalah di luar peradilan, merupakan tindakan 

memberdayakan penyelesaian alternatif di luar peradilan melalui upaya damai 

yang lebih mengedepankan prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana 

penyelesaian sengketa di luar peradilan. Eksistensi penyelesaian perkara di luar 

peradilan melalui keadilan restoratif merupakan dimensi baru dikaji dari aspek 

teoretis dan praktik. 

 

Keadilan restoratif dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan 

berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu di 

mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala 

bentuk maupun variasinya yang masuk ke Pengadilan, sehingga konsekuensinya 

menjadi beban bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai 

asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan 

pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Semua macam perkara pidana tidak harus diajukan dan diselesaikan dimuka 

Pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk 

diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi 

penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para 

pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, 

yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. 

 
 

6
 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti.Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja Grafindo, 

Jakarta, 2011, hlm. 42. 
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Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum 

sebagai alat untuk “memaksakan” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya 

saja, tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai 

sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi.
7
 Peraturan perundang-undangan 

suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang 

dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.
8
 Peraturan perundang- 

undangan bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis, sehingga aparat 

penegak hukum harus professional untuk mempersatukan peraturan dan kondisi 

masyarakat sehingga menghasilkan tindakan yang adil, bermanfaat dan memiliki 

kepastian hukum.
9
 

 

Hukum pidana tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap 

perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian 

ancaman pidana harus memperhatikan: 

(1) Tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha 

mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus 

bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk 

mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat 

(2) Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian berarti adanya 

korban baik yang tampak jelas seperti korban pembunuhan maupun yang 

tidak jelas seperti pencemaran lingkungan. 

 

 

7
 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, 

hlm.65. 
8
 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153. 

9
 J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.91. 
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(3) Perbandingan antara sarana dan hasil yaitu perlunya pertimbangan biaya 

yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai. 
10

 

 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan 

pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 2 

menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 

dilaksanakan dengan berasaskan pada keadilan, kepentingan umum, 

proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir serta cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. 

 

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, 

yaitu: 

1) Perundang-undangan (Substansi hukum) 

 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

 

 
 

10
 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.27. 
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Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Penegak hukum 

 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Sarana dan fasilitas 

 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

4) Masyarakat 
 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

5) Kebudayaan 

 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai- 

nilai yang menjadi dasar hukum  adat. Dalam penegakan hukum,  semakin 
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banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
11

 

 

3. Konseptual 

 
 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
12

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Implementasi adalah pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
13

 

b. Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka (1) 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula. 

c. Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Kejaksaan Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 

hakim. 

d. Tersangka menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

 

 

 
11

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. 

Jakarta. 2013. hlm.8-10 
12

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 2002. hlm. 251 
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Restoratif adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

e. Korban menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, danl atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi yang 

melanggar.
14

 

g. Penganiayaan adalah tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 

KUHP. 

 

E. Metode Penelitian 

 
 

1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. 

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori- 

teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus 

 

 
 

14
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta, 

2001. hlm. 11 



18 
 

 

 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap 

narasumber. 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. 

Data sekunder yang digunakan terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari: 

 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari: 

 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai 

sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian 

yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

3. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang 

 

b. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang 

 

c. Pelaku tindak pidana penganiayaan : 1 orang 

 

d. Saksi tindak pidana penganiayaan : 1 orang+ 
 

Jumlah : 4 orang 

 
 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 
 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi 

lapangan: 

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah 

dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan 

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview) 

kepada nasumber 



20 
 

 

 

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data 

 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan. 

b. Klasifikasi Data 

 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi Data 

 

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data. 

 

5. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, 

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang 

bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai 

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Restorative Justice 

 
 

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah usaha untuk mencari 

penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan masih sulit diterapkan. Di 

Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun 

keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum 

nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan 

memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide ini sebagai 

kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap 

tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat 

dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja 

menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru.
15

 

 

Ciri yang menonjol dari Restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala 

yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum 

pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan 

merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik 

kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, 

meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.
16

 

 

 

 

15
 M. Solehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 

131-132. 
16

 Ibid132. 
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apat 

 

 

 

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang 

langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, 

sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah 

langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan 

dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif 

memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk 

menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara 

substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. 

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan 

pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku d 

merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. 

 

Secara lebih rinci Restorative justice model mempunyai beberapa karakteristik: 

 

a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan 

diakui sebagai konflik; 

b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban 

pada masa depan; 

c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 

 

d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi 

sebagai tujuan utama; 

e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil; 

 

f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 

 

g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif; 
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h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun 

penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong 

untuk bertanggung jawab; 

i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman 

terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik; 

j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan 

ekonomis; 

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
17

 

 

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling 

terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan 

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative 

justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali 

dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk 

mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan 

formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian 

Restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, 

penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. 

 
Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima 

dan dijalankan negara. Munculnya ide Restorative justice karena proses pidana 

belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah Restorative justice 

sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum 

 

17
 Muhammad Mustofa. Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan 

"Restorative Justice" di Indonesia, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development, Jakarta, 2011. hlm. 4. 
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menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang 

menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Model hukuman 

restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang 

sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang 

tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian 

derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari 

sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, 

pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).
18

 

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang 

berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, 

proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif 

melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. 

Selain itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk 

memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, 

penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan 

kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah 

pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat 

pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara 

kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat 

pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya, 

namun penerapannya tidak mudah. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, 

hasilnya tidak akan maksimal. Model restoratif harus dilaksanakan mulai dari 

Kepolisian, saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di Kejaksaan dan 

 

18
 M. Solehuddin, Op.Cit, hlm. 61. 
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Pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah 

memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin 

bisa digantikan pelaku. 

 

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan 

yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang 

kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai 

menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti 

pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak 

diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus 

kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi 

kembali tindakan pelanggaran hukumnya. Pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal 

penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial yaitu 

orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana. 

Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku.
19

 

Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan 

menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah keadilan 

yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih sensitif. Keadilan secara 

menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh 

pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan 

lebih bisa diterima semua pihak. Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa 

saja melakukan balas dendam pada terhukum setelah korban keluar dari penjara, 

atau si korban merasa trauma berlebihan karena pahitnya perasaan ”kotor” yang 

 

19
 Romli Atmasasmita. Op.Cit, hlm. 101. 
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timbul setelah diperkosa. Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal 

tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di 

Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan 

masalah dan, yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini 

terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses 

yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Inilah yang 

mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif 

penyelesaian atas masalahnya. 

 

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya 

jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan 

pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari 

kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban 

kerja polisi, jaksa, rutan, Pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara 

tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, 

korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam 

mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam 

masyarakat. Istilah “penyelesaian di luar Pengadilan” umumnya dikenal sebagai 

kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang 

untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir 

dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga 

memiliki wewenang melakukan diskresi/ pengenyampingan perkara pidana yang 

dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/ 
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pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer 

adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana. 
20

 

 

Proses Restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi 

(kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses 

peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. 

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa 

Indonesia. Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar Pengadilan” dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada 

umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga 

amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, 

pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati 

dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan 

bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan 

berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. 

 

Keadilan restoratif merupakan implementasi dari Hukum Progresif yang 

dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk 

manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, 

melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Dalam masalah penegakan 

hukum, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif: 

1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. 

 

Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki 

visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. 

 
 

20
 Ibid, hlm. 62-63. 
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2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan 

ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.
21

 

 

Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan 

hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum 

dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara 

ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak 

belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan 

penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar 

hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan 

kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat 

kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar 

Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. 

Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu 

hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia.
22

 

 

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang 

menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis peraturan 

dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh 

peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang 

hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum 

yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang 

 

21
 Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009. hlm. 3. 
22

 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif” 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5. 



29 
 

 

 

kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu 

hukum yang sebenar ilmu. Hukum Progresif secara sadar menempatkan 

kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.
23

 

 

Untuk tidak terjerumus dalam pertarungan antara positivisme hukum dengan 

hukum progresif, kedua pemikiran hukum yang dikemukakan dalam kesempatan 

ini, hanya ingin memastikan bahwa sebenarnya tidak ada suatu teori hukum yang 

benar-benar ideal dan mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat.
24

 Dalam konteks ini patut dijadikan landasan bagi setiap pemilihan 

akan teori hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Masing- 

masing nilai tersebut bisa bertentangan satu sama lain, sehingga timbullah 

ketegangan antara ketiganya. 
25

 

 

Hukum bisa saja pasti namun belum tentu adil. Hukum bisa saja memunculkan 

kepastian tetapi belum tentu adil. Sebaliknya hukum bisa saja adil tetapi belum 

tentu berkepastian. Hukum bisa saja bermanfaat tetapi belum tentu adil dan 

bekepastian. Jika hukum diharapkan menyelesaikan konflik atau diharapkan 

memberikan penyelesaian atas masalah yang dihadapi anggota masyarakat, maka 

hukum mana yang mana yang mampu menyelesaikannya.
26

 

 

Berdasarkan sejumlah persoalan yang terinventarisasi dari penerapan positivisme 

hukum di Indonesia dengan sejumlah kritik yang menyertainya, kiranya tidak 

 

23
 Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, LaksBang 

Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76. 
24

 Ranidar Darwis. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran 

Hukum Warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, hlm. 52. 
25

 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, 

hlm.65. 
26

 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 4. 
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dapat dipukul rata. Kritik terhadap positivisme hukum di Indonesia yang 

berangkat dari pandangan Austin terhadap hukum, berkemungkinan terhadap 

hukum pidana dan atau pun terhadap hukum-hukum peninggalan kolonial.
27

 

Positivisme hukum di Indonesia harus dibedakan dengan implementasi positivism 

hukum di Barat. Positivisme Hukum di Indonesia sebenarnya telah berubah dari 

wujud aslinya, di mana pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia 

berlansung di bawah konsep negara hukum yang berlandaskan Pancasila.
28

 

Dengan UUD 1945 sebagai dasar negara yang didalamnya termuat cita negara 

hukum Pancasila, maka dengan sendirinya Positivisme hukum di Indonesia adalah 

positivism hukum yang tidak memandang hukum sebagai perintah penguasa 

berdaulat atau hukum dipisahkan dari moral dan agama.
29

 

 

Corak negara hukum Indonesia itu tentulah sekaligus menjadi karakter dari 

positivisme hukum Indonesia. Pada tahap ini perlu menjadi pemikiran mendalam, 

apakah benar positivisme hukum Indonesia sudah saatnya ditinggalkan dan 

beralih paradigm hukum baru, ke teori hukum progresif. Dalam hal ini benar 

adanya, bahwa kosmologi Indonesia dalam penyelesaian konflik berbeda dengan 

kosmologi bangsa Amerika yang serba lawyer centered. Indonesia memiliki versi 

rule of law yang berbasis pada kumunalisme dan memiliki nilai-nilai seperti 

kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong.
30

 

 
 

27
 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, 

Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
28

 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Storia Grafika, Jakarta, 2002 hlm. 27 
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 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 

2006, hlm.12-13. 
30

 Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung, Alumni. 

2006, hlm.104. 
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Kosmologi bangsa Indonesia yang tidak hidup dalam tradisi lawyer centered, 

sepertinya akan menjadi masalah yang berkepanjangan, sekalipun teori 

positivisme hukum diganti dengan teori hukum progresif sekalipun. Bisa 

dibayangkan bagaimana rumitnya apabila hukum selalu dikaitkan pada tujuan- 

tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. 
31

 

 

Positivisme hukum yang diterapkan di Indonesia yang tumbuh di bawah konsepsi 

hukum tool social of engineering sesungguhnya sudah memberikan jawaban bagi 

hukum sebagai penyelesai konflik atau pemasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Jika demikian halnya, maka persoalan postivisme hukum di Indonesia adalah 

belum didukung suatu tradisi pembentukan hukum yang memadai. Terlalu banyak 

atau acap kali pembentukan hukum positif di Indonesia dibentuk atas kepentingan 

sesaat dan temporer, pembentukan hukum Indonesia lebih cenderung dibangun di 

atas kepentingan-kepentingan politik dan asing. Bahkan tidak sedikit hukum 

Indonesia dibentuk dengan tidak sempurna dan mengandung sejumlah kekurangan 

dan kelemahan juridis dan sebagainya. 
32

 

 

Pembentukan-pembentukan hukum positif yang demikian tentu secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada penegakannya, di mana penegakan hukum oleh 

Hakim dan Jaksa pada ketiadaan ukuran yang jelas dalam menerapkan peraturan 

perundang-undangan. Inilah yang kemudian dipahami sebagai hukum jauh dari 

rasa keadilan masyarakat dan disisi lain hukum tampak tidak berkepastian. 
33
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Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk 

manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik 

orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh 

karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan 

manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada 

kesejahteraan manusia. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap 

kali. 
34

 Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada 

peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam 

ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan 

perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang 

ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan 

buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk 

menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat 

melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu 

agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang 

kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang 

memang harus dilayaninya. 

 

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa 

hukum ibarat macan ompong, namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari 

keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum 

menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk 

membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum 
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gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama 

ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum 

hanya permainan bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan 

mengecewakan.
35

 

 

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah 

karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah 

tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan hidup 

manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada 

proses maupun pada peristiwa hukumnya, Sehingga hukum hanya dipahami 

dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, 

sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum. 
36

 

 

Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat 

dipisahkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum 

adalah kelaliman. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Lord Acton 

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” bahwa 

kekuasaan cenderung rusak, sedangkan kekuasaan yang mutlak pasti rusaknya. 

Baik buruknya sesuatu kekuasaan, tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut 

dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan 

kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari 

oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi 

kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang 

teratur. Unsur pemegang kekuasaan merupakan  faktor penting jika digunakan 
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kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu di 

samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang 

kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur 

dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang 

tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang 

kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak untuk 

kepentingan penguasa, tetapi untuk kepentingan masyarakat. 

 

Kajian hukum progresif berkaitan erat dengan dengan hukum atau penciptaan 

hukum (rechtsvorming/rechtsschepping) mungkin dianggap lebih kena dari pada 

penemuan hukum (rechtsvinding). Istilah yang pertama lebih dekat terasosiasikan 

dengan fungsi Badan Pembentuk Undang-Undang/badan legislatif, sedangkan 

istilah yang terakhir secara historis lebih sering digunakan dalam bidang 

pelaksanaan dan penegakan hukum pada khususnya dan “law practice” pada 

umumnya.
37

 

 

B. Penegakan Hukum Pidana 

 
 

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum 

dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan 

hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan 

hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.
38
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Pemberlakuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan 

predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat 

2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi 

 

3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi 

melawan kritik 

4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber- 

sumber daya
39

 

 

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana 

jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai- 

nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi 

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum. 

 

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, 

diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang 

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali 
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b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual 

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan- 

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, 

kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
40

 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. 

 

Hukum pidana adalah instrumen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman 

dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran 

selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di 

dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana 

dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak 

 
 

40
 Ibid, hlm. 75. 



37 
 

 

 

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai tindak pidana.
41

 

 

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang 

secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan 

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. 

Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan 

perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai 

basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan 

sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota 

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya- 

sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. 

 

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, 

unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu 

dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan 

hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan 

sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. 

 

Friedrich Karl von Savigny dalam Sudarto mengemukakan: “Law is and 

expression of the common consciousness or spirit of people”. Hukum tidak dibuat, 

tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht 
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gemacht, es ist und wird mit dem volke). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka 

dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti 

yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu 

tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat 

kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyararakat mengembangkan 

hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk 

kepercayaan) dan konstitusi yang khas.
42

 

 

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan 

rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban 

warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan 

hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945(b) keseluruhan kegiatan 

dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan 

kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pakikatnya kebijakan hukum pidana 

(penal policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto, merupakan 

bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan 

merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional 

(national development. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction 

(pembuatan/perubahan UUlaw making/law reform) dalam penegakan hukum 

pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang 
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tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang 

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. 
43

 

 

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan 

hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan penegakan 

hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu 

penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, 

meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang- 

undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ 

administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen 

kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral 

dan berkualitas. 

 

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai subsistem/ 

aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materil, 

hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum 

pemberantasan tindak pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan 

pokok di dalam hukum pidana materil meliputi tindak pidana (strafbaarfeit/ 

criminal act/), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (schuld/guilt/ mens rea), 

serta pidana dan pemidanaan (straf/punishment/poena). Penyelenggaraan 

penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan 

hukum pidana pada tahap in abstracto dan in concreto belum menerapkan ketiga 
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pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis- 

kontekstualdan pendekatan juridis berwawasan global/ komparatif.
44

 

 

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga 

bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materil (Materille 

Strafrecht), hukum pidana formal (Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht), dan 

hukum pelaksanaan pidana (Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment)
45

 

yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan 

Hukum Pidana Khusus. Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang 

penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan 

formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini 

sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih 

mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi.
46

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum adalah 

upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan 

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. 
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C. Kejaksaan Republik Indonesia 

 
 

1. Pengertian Kejaksaan 

 
 

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 

 

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya ditulis Undang- 

Undang Kejaksaan) merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 

 

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang 

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Pasal 1 Angka 

(2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan 

jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, 

dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Angka (3) menyebutkan 

bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

 

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai 

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan 

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau 

tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan 

selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi 
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pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan 

memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara 

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi 

profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 
47

 

 

2. Tugas Pokok Kejaksaan 

 
 

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, 

fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah 

amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan 

wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi 

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, 

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.
48

 

 

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga 

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu 

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam 

beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, 

yaitu: 
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(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

b. Melakukan penuntutan 

c. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap 

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat 

e. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang 

f. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk 

dan atas nama negara atau pemerintah. 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

meyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan 

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal. 

 
 

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa 

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana 

tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana penjelasan 

Pasal 30 Ayat (1) huruf d, bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah 

kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaaan, Kejaksaan dapat meminta 

kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu 

berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membaahyakan orang lain, 

lingkungan atau dirinya sendiri. 

 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaaan diketahui bahwa 

Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa 

Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan 

keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa 

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi 

pemerintah lainnya. 

 

3. Kedudukan Kejaksaan 

 
 

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan 

melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan 

instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. 

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, 

pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi 

hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan 

tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
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dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama 

kedudukan di depan hukum.
49

 

 

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan 

hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi 

dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah 

ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang 

ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat 

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

 

Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di- 

laksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-sanakan 

fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas 

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan 

hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan 

Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan 

penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. 
50

 

 

Upaya untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang 

pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. 

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa 

 

 

49
 Deddy Irsan, Evaluasi Reformasi Kejaksaan, Problematika Penegakan Hukum, Komisi Hukum 

Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm.15. 
50

 Ibid, hlm.16. 
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merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 

58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun. 

 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada 

Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai 

kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau 

tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau 

membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan 

melindungi kepentingan rakyat. 

 

5. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana 

 
 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
51

 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 
 

51
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 

12-13. 
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sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 
52

 

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri- 

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan- 

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
53

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

52
 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2. 

53
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm. 7. 



48 
 

 

 

 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due 

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses 

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan 

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara 

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due 

process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang- 

undangan secara formil.
54

 

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. 

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah 

sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana 

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum 

yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional 

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem 
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 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 

Semarang, 1997, hlm. 62. 
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peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah 

dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum 

berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi 

penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan 

segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga 

pendekatan: 

a. Pendekatan Normatif 

 

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum. 

b. Pendekatan administratif 

 

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 
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c. Pendekatan sosial 

 

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 
55

 

 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system, yaitu sinkronisasi atau 

keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka 

hubungan antar lembaga penegak hukum. 

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat 

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati 

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
56

 

 

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu 

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. 

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu 
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subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. 

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem 

menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu 

komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa 

diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini 

harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat 

elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai 

abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur 

yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. 
57

 

 

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan 

dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan 

terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah 

meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum 

tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan 

penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat 

terhadap unsur-unsur dasar tersebut. 
58

 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 
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pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. 

 

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek 

adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum 

pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
59

 

 

D. Pengertian Penuntutan dan Penghentian Penuntutan 

 
 

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan adalah tindakan 

penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana 

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

 

Penuntut Umum dalam hal penuntutan, setelah menerima berkas atau hasil 

penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk 

mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada 
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Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses penuntutan yaitu: 

a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum 

lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik 

(prapenuntutan) 

b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas 

c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar 

penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. 

Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan. 

d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. 

Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai 

kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada 

Pengadilan Negeri. 

 

Pada tahap pra penuntutan ada proses dari awal mulai SPDP (surat pemberitahuan 

dimulainya penyidikan) dari Kepolisian ke Kejaksaan, P-16 dan T-4 (dewasa 40 

hari masa pemeriksaan berkas, anak-anak 10 hari masa pemeriksaan berkas, 

apabila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah masuk ke 

wilayah Kejaksaan dan tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu 

tertentu, dan berkas perkara tidak dilimpahkan/menyusul, maka Jaksa Penuntut 

Umum harus membuat P-17 (yaitu surat penagihan berkas perkara atas SPDP 

yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan, apabila berkas perkara tidak dilimpahkan 

juga maka pihak Kepolisian akan membuat SP-3 (Surat Pemberhentian 

Penyidikan) dengan berbagai ketentuan, apakah tidak ditemukannya barang bukti 

dan lain-lain. Lain halnya apabila berkas perkara masuk ke Kejaksaan maka itu 

yang disebut Tahap I. 

 

Tahap I adalah penerimaan berkas untuk diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum, 

apabila berkas perkara belum lengkap sepert contoh barang bukti kurang atau 

keterangan saksi nya kurang maka Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P-18 
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(surat pemberitahuan adanya kekurangan di dalam berkas) dan P-19 (surat yang 

berisikan petunjuk di mana letak kekurangan di dalam berkas perkara) menyusul, 

setelah berkas lengkap maka Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan P-21 ( surat 

pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap) yang akan dilanjutkan ke 

Pengadilan. 

 

Pada tahap penuntutan dikenal istilah Tahap II di Kejaksaan, yaitu penerimaan 

tersangka dan barang bukti, di dalam tahap penuntutan ini ada istilah P-16A (surat 

ingkrah penetapan Jaksa Penuntut Umum oleh Aspidum (Asisten Tindak Pidana 

Umum) untuk meneliti dan mengikuti perkembangan kasus yang diproses, 

misalkan seperti itu. Dan ada T-7 (surat penahanan terdakwa dan barang bukti, 

khususnya terdakwa karena dikhawatirkan melarikan diri, dan merusak atau 

menghilangkan barang bukti. Selain itu ada BA-10 (berita acara penahanan), BA- 

15 (berita acara pemeriksaan tersangka), BA-18 (berita acara penerimaan barang 

bukti), dan Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dari hasil 

pemeriksaan dan lain-lain, karena surat-surat seperti P-16A, T-7, BA-10, BA-15, 

BA-18 dan surat dakwaan harus dikumpulkan dan disusun yang nantinya akan 

dilimpahkan ke Pengadilan beserta berkas perkara. 

 

Selanjutnya adalah tahap Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri. Setelah di 

Pengadilan negeri, tugas Jaksa Penuntut Umum harus mengumpulkan berkas- 

berkas/surat seperti pada tahap penuntutan dan ditambah dengan surat pengantar 

yang ada di dalam berkas perkara, P-31 (perkara biasa) seperti tindak pidana 

umum,contoh:pencurian, pembunuhan, perjudian (yang ada di dalam KUHP) dan 

tindak pidana umum lainnya (TPUL) seperti narkotika, psikotropika, perikanan 



55 
 

 

 

 

dan lain-lain termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan P-31 

hanya surat pemberitahuan tentang perkara apa yang akan dipersidangkan. Setelah 

berkas-berkas/surat dilimpahkan ke Pengadilan negeri, maka Pengadilan negeri 

membuat jadwal persidangan tentang pembacaan dakwaan, pemeriksaan 

tersangka dan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi. 

 

Pada tahap persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus membuat P-41 (rencana 

tuntutan) dan nota dinas (nodis), yang dimaksudkan rentut dan nodis yang 

berkesimpulan menjadi nota telepon (notel) akan dipaparkan pada saat 

pendadaran, setelah diperoleh nota telepon dari pimpinan misalkan Kajati (Kepala 

Kejaksaan Tinggi) maupun Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) dan fakta yang 

berkembang di persidangan maka tahap selanjutnya adalah jaksa membuat P-42 

(surat tuntutan). 

 

Setelah berjalannya persidangan, maka hakim akan mengambil keputusan yang 

disebut putusan hakim, apabila hakim telah menjatuhkan putusan, maka Jaksa 

Penuntut Umum segera membuat BA-8 (berita acara pelaksanaan putusan) yang 

ditujukan/ditembuskan ke Rutan (rumah tahanan) dan keluarga terdakwa sebelum 

terdakwa menjalankan putusan hakim, serta membuat BA-48 (pelaksanaan 

putusan hakim) yang ditujukan/ditembuskan ke Rutan dan keluarga terdakwa, 

bahwa terdakwa harus menjalani putusan hakim. Terakhir Jaksa Penuntut Umum 

harus membuat BA-23 (berita acara eksekusi barang bukti), contohnya apabila 

barang bukti berupa narkotika (seperti ganja, shabu-shabu, heroin yang 

berpredikat tingkat I) maka harus dimusnahkan, apabila barang bukti berupa hasil 
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pencurian, maka harus dikembalikan ke korban, harap dketahui bahwa barang 

bukti tidak dapat di tahan di Kepolisian dan hakim. 

 

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Kejaksaan 

Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. 

Kewenangan Kejaksaan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut: 

a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai 

melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 

109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai 

negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan 

dihentikan demi hukum. 

b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua 

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. dalam hal acara 

pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik 

pembantu (Pasal 12). 

c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan 

ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2). 

d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), melakukan 

penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta 

mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23). 

e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan 

penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau 

terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31). 

f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau 

membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan 

Pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau 

mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 

ayat (1)). 

g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum 

dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) 

dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa 

mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan 

terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 

71 ayat (2)). 

h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik 

(Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan 

dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. 

i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka Penuntut Umum 

menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan 

dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan yang berwenang 

(Pasal 91 ayat (1)). 
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j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan 

atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139). 

k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang 

bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara 

penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan (Pasal 14 huruf i). 

l. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat 

dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat 

dakwaan (Pasal 140 ayat (1). 

m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a. 

n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan 

adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d). 

o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat 

dakwaan (Pasal 141). 

p. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara 

yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang 

tersangka (Pasal 142). 

q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan 

beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1). 

r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2). 

s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, 

Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan 

menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang 

dimulai (Pasal 144). 

 
 

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam 

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun 

KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha 

penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang 

dimiliki oleh Kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, Penuntut 

Umum secara normatif dalam penyusunan dakwaan maupun tuntutan seharusnya 

berpedoman pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta didasarkan pada 

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, namun secara aplikatif JPU masih belum 

konsisten melaksanakan hal tersebut, seperti masih adanya peluang untuk 

menegosiasi pasal-pasal yang didakwakan, maupun adanya intervensi dari pihak- 

pihak di luar sistem kejaksaan. Hal ini tentunya tidak relevan dengan tugas pokok 

dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
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Profesionalisme Jaksa sangat penting untuk menunjukkan keberhasilan institusi 

lembaga Kejaksaan. 

 

Selanjutnya penghentian penuntutan perkara pidana dapat dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 

(2) huruf a KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata 

bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Namun 

demikian alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut 

umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti 

perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan. Apabila berkas 

perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, biasanya hakim 

akan memutuskan perkara tersebut yaitu dalam bentuk putusan bebas atau putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila perkara tersebut diteruskan dan di 

kemudian hari dan ternyata terdapat bukti baru, bukti yang sangat beralasan untuk 

dapat diproses kembali dan dilimpahkan ke sidang pengadilan. Apabila 

penuntutan dihentikan maka Kejaksaan membuat surat penetapan penghentian 

penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. 

 

Batasan tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya diatur dalam Pasal 5 

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut: 

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan 

penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan 

pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan 
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c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang 

ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah). 

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau 

keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum 

dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan 

Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif 

dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. 

(3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 

kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dapat dikecualikan. 

(4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. 

 
 

E. Tindak Pidana Penganiayaan 

 
 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

atau peraturan pemerintah. 
60

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
61

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 

(tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara 

kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. 

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang 

tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.
62

 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 
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keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.
63

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum. 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak 

pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. 

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 

atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 

perbuatan lain yang tidak dilarang.
64

 

 

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 

 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 
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b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 

 

c. Melawan hukum (onrechtmatig) 

 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 

 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) 
65

 

 

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan 

itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Unsur subyektif: orang 

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan 

harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan 

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
66

 

 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
67

 Unsur- 

unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi 

rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum 

(syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari: 

1) Kelakuan dan akibat 
 

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi: 
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a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan 

perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik 

jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. 

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si 

pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum 

(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap 

penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum 

maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
68

 

 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
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c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
69
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

Tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP: (1) Penganiayaan 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan 

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan penjara 

paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 

kesehatan. (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". 

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: 

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas: 

 

(1) Penganiayaan biasa; 

 

(2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

 

(3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati. 

 

b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP 

 

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian: 

 

(1) Mengakibatkan luka berat 

 

(2) mengakibatkan orangnya mati. 

 

d. Penganiayaan berat yang diatur olch Pasal 354 KUHP dengan rincian: 

 

(1) Mengakibatkan luka berat; 
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(2) mengakibatkan orangnya mati. 

 

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan 

rincian sebagai berikut: 

(1) Penganiayaan berat dan berencana: 

 

(2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. 

 
 

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang- 

orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh 

beberapa orang. 
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IV. PENUTUP 
 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

dalam penyelesaian perkara penganiayaan dilaksanakan oleh Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan 

tersangka dari Kepolisian, Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk 

Penyelesaian Perkara Pidana, Penelitian atas berkas perkara dan dituangkan ke 

dalam Berita Acara Pendapat, Fasilitasi Proses Perdamaian Melalui Keadilan 

Restoratif, Pemanggilan Tersangka dan Korban, Pemberitahuan Kepada 

Kepolisian, Penyusunan Nota dan Laporan Perdamaian Berhasil, Penyampaian 

Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Kepada Kejaksaan Tinggi dan 

Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka Asih 

Triani yang disangka melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 

 

2. Faktor-faktor penghambat implementasi restorative justice oleh Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara penganiayaan adalah 

faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. Hambatan faktor sarana adalah 

data yang diserahkan oleh para pihak yang terlibat dalam tindak pidana 

penganiayaan tidak lengkap. Hambatan faktor masyarakat adalah karakter 

personal yang tidak mendukung implementasi perdamaian, yaitu 
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kecenderungan para pihak untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan pihak 

lain sehingga perdamaian tidak menemukan titik terang. Selain itu dalam hal 

satu atau kedua belah pihak mengundurkan diri dari proses perdamaian yang 

sedang berlangsung, sehingga menghilangkan semua tahapan yang telah 

ditempuh dalam proses perdamaian. 

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung hendaknya tetap mengimplementasikan 

penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang memenuhi persyaratan 

untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, dalam rangka efektivitas 

penyelesaian perkara pidana yang tidak harus selalu diselesaikan melalui 

peradilan. 

2. Pihak pelaku maupun korban yang terlibat dalam perkara penganiayaan 

hendaknya memilih penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, 

mengingat penyelesaian perkara melalui peradilan memerlukan waktu dan 

tenaga yang tidak sedikit. Penyelesaian perkara dengan proses perdamaian 

hendaknya dipilih dalam rangka mencari jalan keluar terbaik dan saling 

menguntungkan (win win solution) bagi kedua belah pihak. 
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